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Abstrak 
 
Tesis ini adalah hasil penelitian tentang Aplikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 
Menurut UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bertujuan untuk 
menjawab permasalahan mengenai :(1) Bagaimana pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan dalam pidana Desersi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 
Pontianak.(2)Bagaimana merumuskan/memformulasikan aplikasi pidana Desersi di masa yang 
akan datang.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan 
utama. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan metode pendekatan yaitu 
permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan 
kriminal (masalah pidana desersi). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari 
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach). Pengaplikasian asas 
sederhana, cepat dan biaya ringan menurut UU No. 31 Tahun 1997 dapat diterapkan pada pelaku 
desersi bila cara memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam 
perkara pidana desersi, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya 
menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 
adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 
dengan integritas moral yang baik. 
Kata Kunci  : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tindak Pidana Desersi,  Undang-
Undang Dasar, KUHPM. 
 
Abstract 
 
This thesis is the result of research on Principles Applications Simple , Quick and Cost Lightweight 
According to Law Number  31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak, which aims to 
address issues regarding :(1) How does the application of the principle is simple , fast and low cost 
in criminal Desertion by Law no. 31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak .(2) How to 
formulate / Desertion formulate criminal applications in the future .This study uses a juridical - 
normative approach as the primary approach. The main object of this study is a secondary data 
including primary legal materials and secondary legal materials . Methods of research data using 
methods that approach the subject matter in this study included one of the central issues of criminal 
policy ( criminal desertion problem ). Therefore, the approach can not be separated from policy-
oriented approach (policy - oriented approach ) . The application of the principle is simple , fast 
and low cost according to Law Number 31 of 1997 is applicable to desertion if the offender 
providing rulings on cases brought before i , where the criminal case of desertion , it is not 
independent of negative proof system, which in principle determine that an event or error right or 
deemed to have been proven , in addition to absence of evidence according to the law judge also 
determined that based on the belief of good moral integrity . 
Keywords : Law No. 31 of 1997 , the Crime of Desertion, Constitutio, KUHPM . 
Latar Belakang  
Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa Negara 
Indonesia termasuk di dalamnya yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain dalam 
melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus 
dipertanggungjawabkan secara hukum1, termasuk didalamnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut disusunlah lembaga-lembaga Negara 
yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila. 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan 
menurut Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menetapkan, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. 
Pasal 10, Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor : 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, mengatur 
sebagai berikut : 
Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : 
1. Peradilan Umum 
2. Peradilan Agama 
3. Peradilan Militer dan 
4. Peradilan Tata Usaha Negara. 
Ayat (2) Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara Tertinggi2. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tersebut, jelas bahwa 
bagi kalangan militer disediakan peradilan tersendiri. Dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk 
membeda-bedakan perlakuan hukum terhadap golongan masyarakat, baik masyarakat umum 
maupun masyarakat militer. Melainkan berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tatanan 
kehidupan masyarakat militer terdapat kepentingan-kepentingan dan kebiasaan-kebiasaan yang 
sifatnya khusus, dan berbeda dengan tatanan kehidupan lingkungan masyarakat umum. Sehingga 
dalam hal ini Negara memandang perlu untuk menyediakan peradilan tersendiri, guna mengadili 
para militer yang melakukan tindak pidana. 
                                                          
1 Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Undang-Undang Pasal 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. 
Tidak dapat dipungkiri, bahwa militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan 
perang yang tergabung dalam suatu organisasi yang disatukan, dibina dan dirawat secara khusus. 
Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi tugas-tugas berat yang memerlukan kesatuan berfikir dan 
bertindak yang khas bercorak militer, yang wajib dipelihara dan dikembangkan dimana hal 
tersebut harus tetap dijaga dengan suatu peraturan hukum tersendiri. Kesalahan yang dilkukan oleh 
seorang tentara, dalam hal ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang bersifat khusus 
terutama yang diatur dalam norma-norma hukum pidana yang tidak lepas dari tanggungjawab dan 
kewajiban komandan untuk menyelesaikannya. 
Dalam hal terjadinya penumpukan perkara pidana desersi yang ditangani oleh pengadilan 
militer sangat erat dengan : 
1. Peranan dan tanggugjawab komandan sebagai Ankum/Papera yang tidak dapat 
dikesampingkan. 
2. Peranan dari penyidik (Ankum, Polisi Militer dan Oditur Militer). 
3. Peranan Oditur Militer dalam bertindak sebagai penuntut umum. 
4. Hakim Militer sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan 
Militer. 
5. Tingkat disiplin dan kesejahteraan Prajurit, yang saat ini semakin mengkhawatirkan 
sehingga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kewenangan dan kekuasaan pengadilan militer berdasarkan Pasal 40, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer3, mengatur 
bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana 
yang Terdakwanya adalah : 
a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. 
b) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan 
tindak pidana adalah : 
1) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit. 
2) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap 
sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang Terdakwanya “termasuk tingkat 
kepangkatan” Kapten ke bawah. 
3) Seseorang atas Keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman 
harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. 
                                                          
3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. 
6. Hukum tindak pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik 
merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman 
dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan 
masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) 
merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini 
terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. 
 
Permasalahan 
Bagaimana mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pidana Desersi 
berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak? 
.  
Pembahasan 
A. Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan dalam Pidana Desersi  
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Dilmil I-05 Pontianak  
1. Pidana Desersi di dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)   
a. Pengertian Desersi 
Menurut Kamus Hukum Belanda – Indonesia halaman 69 karangan Mr. H. Van 
Der Tas : Desersi (Desertie – Belanda) adalah pelarian (diri). 
Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia – Inggris tahun 
1977 karangan Yan Pramudya Puspa halaman 301 : Desersi (Deserteren weglopen – 
Belanda) adalah melarikan diri. 
 
b. Pengertian Tindak Pidana Desersi 
Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh 
seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 
dengan rumusan sebagai berikut:4 
 
Diancam karena desersi, militer: 
Ke-1  Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-
kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang kemusuh atau 
memasuki dinas milter pada suatu Negara, atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan 
                                                          
4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. 1967. Bogor: Gajah Mada, Pasal 87. 
untuk itu. 
Ke-2  Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin 
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama 
dari empat hari. 
Ke-3  Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak 
ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang 
diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2. 
Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan 
penempatannya dibawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk 
menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari 
tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi 
harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untulk berada dalam dinas 
militer. 
Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi 
meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara 
berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan 
sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, 
tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu 
menjalankan tugasnya.5 
 
c. Pengertian Waktu Perang 
Pengertian waktu perang baik dalam KUHP maupun di dalam KUHPM tidak 
dicantumkan. Yang diatur dalam KUHP maupun dalam KUHPM hanya merupakan 
perluasan dari pengertian waktu perang. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya 
yang berjudul “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, Cetakan Kedua (1985) halaman 150 
s.d. 151. Menurut pengertian bahasa sehari-hari yang dimaksud dengan waktu perang 
adalah suatu jangka waktu di mana suatu Negara sedang berperang dengan Negara lainnya 
atau turut berperang. Sedangkan pengertian perang adalah suatu perkelahian bersenjata 
yang terorganisir dengan cara-cara tertentu antara dua pihak / kekuatan yang saling 
berusaha mengungguli yang lainnya. 
Perluasan pengertian waktu perang dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 96 
                                                          
5 Hasil wawancara dengan Ketua Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Pada Tanggal  9 Desember 2013, 
Pukul 11.00 
 
KUHP, yang pada intinya memperluas pengertian waktu perang dengan waktu apabila 
perang sangat mungkin akan terjadi setelah mobilisasi diperintahkan dan selama ada 
mobilisasi. 
Sedangkan  perluasan  pengertian  masa  perang  yang  diatur  dalam  KUHPM 
dapat dilihat dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHPM.  Pasal 58 KUHPM memperluas 
pengertian waktu perang  terhadap suatu satuan yang berdasarkan cara-cara yang 
ditentukan oleh Menteri Pertahanan, diperintahkan oleh penguasa militer yang 
berwenang untuk melakukan tugas ekspedisi, pemberantasan suatu gerombolan yang 
bersifat bermusuhan, memelihara netralitas atau memberikan bantuan militer. Yang 
dimaksud dengan ekspedisi militer adalah suatu perjalanan, pelayaran, atau penerbangan 
oleh suatu pasukan / team / satuan untuk melakukan suatu tugas militer. Yang dimaksud 
dengan suatu gerombolan atau kekuatan yang bersifat bermusuhan adalah kekuatan yang 
telah memperlihatkan sifat yang bermusuhan dengan tindakannya walaupun gerombolan 
itu ada yang tidak bersenjata. Yang dimaksud dengan memelihara netralitas Negara, yaitu 
bahwa ada perang antara dua kekuatan / Negara tertentu, tetapi Negara Indonesia tidak 
terlibat, lebih lagi kalau yang berperang itu Negara tetangga, maka Indonesia sewajarnya  
menugaskan  pasukannya  untuk  menjaga  agar  jangan  sampai Negara kita dijadikan 
pangkalan atau tempat pelarian salah satu pihak. Yang dimaksud memberikan bantuan 
militer itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 1960. Pemberian 
bantuan diberikan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah yang berdasarkan 
alasan yang sah untuk usaha mencegah gangguan keamanan atau memelihara ketertiban 
dan keamanan umum, menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terjadi bencana 
alam atau menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat penting bagi Negara atau masyarakat 
apabila ada kemungkinan perusakan bagunan- bangunan atau pencarian alat-alat tersebut. 
Komandan kesatuan wajib memenuhi permintaan bantuan militer tersebut, dan apabila 
tidak dipenuhi tanpa alasan maka komandan dapat diancam pidana sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 413 KUHP. 
Perluasan pengertian dalam waktu perang yang diatur dalam Pasal 59 KUHPM, 
meliputi: 
- Anggapan pelaku tindak pidana bahwa perang akan terjadi untuk Indonesia; 
- Anggapan  pelaku  tindak  pidana  bahwa  suatu  Negara  atau  kekuatan  akan menjadi 
lawan berperang. 
 
d. Pengertian Waktu Damai 
 Pengertian waktu damai adalah merupakan kebalikan dari “waktu perang”, Bahwa 
di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian 
“dalam waktu damai”.  Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan 
pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian 
“waktu damai”. 
Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu 
di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. 
 Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 
KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh 
penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu 
ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau 
untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan 
militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar 
keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu 
perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada  “dalam waktu 
damai”.  
 
e. Pengertian Militer 
 Pengertian militer diatur dalam berbagai ketentuan antara lain : 
- Pasal 46 KUHPM : 
Ke-1 : Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib 
berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya. 
Ke-2 : Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib 
sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada 
di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil 
untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam 
Pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-Undang ini. 
- Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam penjelasan 
umum alinea terakhir (huruf d) dinyatakan : “d. Dalam Undang-Undang ini, istilah 
Angkatan Bersenjata (baca TNI), Militer, dan Tentara diartikan sama, kecuali apabila 
diberi pengertian khusus.” 
- Pasal 22 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 
menyatakan   :   “Prajurit   terdiri   atas   prajurit   sukarela   dan   Prajurit   wajib”. 
Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan : “Prajurit sukarela menjalani 
dinas keprajuritan dengan ikatan dinas”. Sementara dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan  
:  “Prajurit  wajib  menjalani  dinas  keprajuritan  berdasarkan  ikatan dinas”. 
 
f. Pengertian yang Dipersamakan dengan Militer 
Pengertian  tentang  yang  dipersamakan  dengan  Militer  juga  diatur  dalam 
berbagai ketentuan, antara lain : 
- Pasal 47 KUHPM : “Barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan 
Perang menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia 
tidak termasuk dalam salah satu ketentuan di atas (Pasal 46 KUHPM). 
- Pasal 48 KUHPM : “Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer 
wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) ke-2 dipandang sebagai dalam dinas”. Ke-1 
: Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas atau dengan 
sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun 
sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia 
dinyatakan di luar dinas (dibebaskan); Ke-2 : Selama dia mengikuti latihan militer atau 
pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya; Ke-3 : Selama dia 
sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai terdakwa atau yang diadukan 
dalam suatu perkara pidana atau terperiksa dalam suatu pemeriksaan; Ke-4 : Selama 
dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-
tanda pembedaan-pembedaan lainnya; Ke-5 : Selama dia menjalani pidana pada suatu 
bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, 
ataupun di perahu laut, atau di dalam angkutan udara Angkatan Perang. 
- Pasal 49 KUHPM : 
Termasuk juga dalam pengertian militer 
Ke-1 : (diubah dengan UU No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 tahun 1963) bekas 
militer yang digunakan dalam suatu dinas militer; 
Ke-2 : Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka 
melakukan dinas sedemikian itu; 
Ke-3 : (diubah dengan UU No. 39 tahun 1947) pensiunan perwira anggota dari suatu  
Peradilan  Militer  (luar  biasa),  setiap  kali  mereka  melakukan  dinas sedemikian itu. 
Ke-4 : (diubah dengan UU No. 39 tahun 1947, UU No. 74 tahun 1957 jo UU No. 23 
Prp tahun 1959), mereka yang memakai pangkat titular militer yang ditetapkan dengan  
atau  berdasarkan  Undang-Undang,  atau  yang  dalam  keadaan  bahaya kepada  
mereka  yang  dipanggil  oleh  penguasa  perang  berdasarkan  Pasal  41 Undang-
Undang Keadaan Bahaya (UU No. 23 Prp tahun 1959) diberikan pangkat titular, selama 
menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer; 
Ke-5 : mereka,  anggota  dari  suatu  organisasi,  yang  dipersamakan  dengan 
Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu:  
 Dengan atau berdasarkan Undang-Undang; 
 Selama  keadaan  bahaya  oleh  penguasa  perang  ditetapkan  dengan  atau 
berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Keadaan Bahaya. 
 Para militer yang dimaksudkan pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat 
mereka semula atau setingkat lebih tinggi daripangkatnya ketika meninggalkan 
dinas militer sebelumnya. 
- Pasal 50 KUHPM : 
Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun 
setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan  
nyata  (feitelijkheden)  terhadap  atasan  mereka  yang  dulu  yang  masih dalam dinas 
mengenai masalah dinas yang dulu. 
- Pasal 51 KUHPM : 
(Diubah  dengan  UU  No.  39  tahun  1947).  Militer  asing  yang  dengan persetujuan 
penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiap-
siagakan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang di mana 
Indonesia tidak terlibat semua militer dari salah satu pihak  yang  berperang  diinternir  
di  negeri  ini,  termasuk  mereka  yang dibebaskan dengan suatu perjanjian atau 
persyaratan, dengan memperhatikan pangkat-pangkat  yang  dipakai  oleh  mereka,  
dipersamakan  dengan  militer dalam hal mereka melakukan suatu tindak pidana yang 
diatur dalam Hukum Pidana Umum, Pasal 68 atau 69, atau dalam Bab IV s.d. VI buku 
II dari Kitab Undang-Undang ini. Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan 
ketetapan penguasa Indonesia yang berhak membawahkan militer asing lainnya dalam 
hubungannya  dengan  sesamanya,  dengan  memperhatikan  pangkat-pangkat yang 
mereka pakai, juga dipersamakan dengan militer. 
(Diubah dengan UU NO. 39 tahun 1947). Tergantung pada bagian-bagian dari 
Angkatan Perang di mana atau di bawah pengamanan siapa mereka terdapat, mereka 
dianggap sebagai termasuk pada Angkatan Darat, Laut atau Udara. 
Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan : 
“Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit”. Sedangkan  
yang  dimaksud  dengan  Prajurit  Siswa  menurut  Pasal  1  butir  17 Undang-Undang  
No.  34  tahun  2004  adalah  :  “Warga  Negara  yang  sedang menjalani pendidikan 
pertama untuk menjadi Prajurit”. 
Terhadap mereka yang dipersamakan dengan militer dapat menjadi subyek 
dari tindak pidana dalam KUHPM  yang subyeknya dirumuskan dengan istilah 
“Militer”. 
 
g. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 
1. Asas Sederhana 
Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan 
berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).6 Sedangkan 
Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak 
rendah).7 
Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian.8 Maka asas 
sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting 
disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti 
(tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan 
pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang 
menghendaki acara yang sederhana.9 
Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses 
pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat sampai jalannya pemeriksaan 
“mundur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. 
Hakim pilek, persidanganmundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksan 
mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menyunat 
rasul anak, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para 
pihak dari tempat yang  jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan 
mereka hadapkan. Penasehat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan 
mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi 
sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar kelihaian dan ketidakmoralan 
                                                          
6  Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm 36  
7 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta 
: Balai Pustaka, 1990, hlm. 163 
8 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung  : PT  Alumni, 
1992, hlm 426  
9 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan 
Perdata di Indonesia),   Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 64 
menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur 
terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim 
tak bermoral, sekaligus tidak profesional.10 
2. Asas Cepat 
Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak 
banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).11 Cepat atau yang pantas mengacu pada 
“tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.12 
Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara 
memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 
1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara 
harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6)  bulan  sejak  perkara  itu  didaftarkan  
di  kepaniteraan,  kecuali  jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin 
diselesaikan dalam waktu  enam  bulan.  Namun  demikian,  penyelesaian  yang  cepat  
ini senantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.13 
Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan 
memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang 
dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu 
yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan  kesederhanaan hukum acara itu 
sendiri.14 
Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak 
cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya 
seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat 
kemanusiaan. Tetapi sengaja dilambat- lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang 
seksama dan wajar, rasional dan obyektif   dengan   cara   memberi   kesempatan   yang   
berimbang   dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. 
Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan 
dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara 
cepat kalau hukum yang ditegakan  di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosan 
terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan 
                                                          
10  M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undangundang No 
7 Tahun 1989), Jakarta:Sinar Grafika Offset,2003, hlm.71  
11 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit, hlm 792 
12 Setiawan, Op. cit, hlm 427 
13 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Op., cit hlm. 65 
14 M. Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 71 
keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu 
penantian yang tak kunjung tiba 
Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam 
kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu proses penyelesaian 
perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia 
berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini sekirannya putusan yang dijatuhkan 
tepat benar dan adil,  (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di 
dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai).  
Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai 
lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah 
mengandung nilai  keadilan  tersendiri,  dan  kecepatan  penyelesainnya  dalam  putusan 
yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan 
hukum. 
Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan 
tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung  nilai  kebenaran  
keadilan  yang  tertuang  dalam  putusan. Apalagi  kesederhanaan,  kecepatan,  dan  
ketepatan  putusan  dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, 
semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan. 
Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan  akan  
berubah  menjadi  kebencian  dan  dendam apabila  selama pemeriksan   persidangan   
pihak   yang   berperkara   diperlakukan   tidak senonoh  dan  tidak  manusiawi.  
Perlakuan  pelayanan  yang  kasar  dan merendahkan   derajat   martabat   seseorang   
(human   dignity)   dengan sendirinya  meracuni  rasa  kebenaran  dan  keadilan.  Hukum  
seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima 
hukuman  itu,  apabila  selama  pemeriksaan  dilayani  dan  diperlakukan secara 
manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan akan tetapi dalam proses 
persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemai 
dalam kalbu sanubari, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hati.15 
 
3. Asas Biaya Ringan 
Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 
(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos ( administrasi ; ongkos yang 
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dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya),  biaya  perkara  seperti  
pemanggilan  saksi  dan  materai.16 
Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus 
dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan 
pengadilan.17 
Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-
benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas 
dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan 
diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut  
kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara 
sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.18 
Yang termasuk dalam biaya  perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya 
materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta 
pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih 
itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari 
ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah 
hakim ketua sidang (pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 1986). Jumlah biaya perkara 
yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir 
pengadilan (pasal 112 Undang-undang No 5 tahun1986).19 
Selain  itu  dalam  Undang-undang  No  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama 
juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut : Biaya  perkara  dalam  bidang  
perkawinan  dibebankan  kepada penggugat   atau   pemohon.   Biaya   perkara   
penetapan   atau   putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan 
akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir pasal 89 (1) dan pasal 
2 Undang-undang No 7 tahun 1989. 
Biaya   perkara   sebagaimana   yang   dimaksud   dalam  pasal   89 meliputi : 
1.   Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau 
pemohon. 
2.   Biaya   perkara   penetapan   atau   putusan   pengadilan   yang bukan merupakan 
penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir. 
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Dalam pasal 90 juga disebutkan dalam pasal 1 yakni biaya perkara sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi : 
a.   Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu. 
b.   Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang 
diperlukan dalam perkara itu. 
c.   Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-
tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu. 
d.   Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain atas perintah pengadilan yang  
berkenaan  dengan  perkara  itu.  Sedangkan  dalam  pasal  2 berbunyi “besarnya   
perkara itu diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung”.20 
Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon 
dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di 
SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).21 
Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak 
mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum   dan   keadilan   
secara   cuma-cuma   (prodeo).   (pasal   237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg).22 
Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalam pasal 237 
HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahwa penggugat dapat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan cuma-cuma. 
Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya  di  sertai  surat  
keterangan  tidak  mampu  dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. 
Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak 
mampu membayar perkara pasal 60 ayat 1,2,3 Undang-undang No 5 tahun 1986.23 
Pemohon sebagimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan 
oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini diambil tingkat 
pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan   
penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di 
tingkat banding dan kasasi.24 
Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang- undang tentang hukum 
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24 UU RI No 7 tahun 1989,Op. cit, hlm. 33 
acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh 
lebih sederhana.25 
Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti 
dalam pemeriksaan   perkara dilakukan seperti ban beredar (lopende ban), tak ubahnya 
seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya. 
Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai 
nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi  pelayanan,  hakim  
harus  benar-benar  menyadari  dirinya  sebagai pejabat yang mengabdi bagi 
kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdi di lingkungan 
Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat 
keagamaan  yang mereka sandang.26 
 
 
2. Pengaplikasian Pidana Desersi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di 
Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Pengadilan Militer III-15 
Kupang  
a. Pengadilan Militer I-05 Pontianak 
Dalam proses penyelesaian perkara pidana Desersi pada Pengadilan Militer I-
05 Pontianak dalam kurun waktu 2010 s/d 2012 diperoleh data sebagai berikut :    
Tabel. 1 
DATA PERKARA PIDANA DESERSI  
TAHUN 2010– 2013 
 
No Tahun Awal Masuk Putus Sisa 
1 
 
2010 7 18 17 8 
2 
 
2011 8 27 31 4 
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2012 3 29 23 9 
4 
 
2013 9 16 22 3 
  
Keterengan sisa 3 dikembalikan ke Oditurat Militer I-05 Pontianak untuk 
dilimpahkan ke Dilmil I-07 Balikpapan. Perkara desersi tahun 2009 sisa 7, tahun 2010 
masuk 17 putus 24, tahun 2011 masuk 20 ptus 20, tahun 2012 msk 31 putus 30 
dikembalikan 1, tahun 2013 msk 22 putus 20 dikembalikan 2. Total perkara sisa 7 
masuk 90 ptus 94 Dikembalikan krn bukan kewenangan dilmil 1-05 Pontianak tetapi 
kewenangan Dilmil I-07 Balikpapan 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari data tersebut terlihat jelas dari tahun ke tahun perkara desersi empat tahun 
terakhir penyelesai n perkara Desersi pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak cukup 
baik karena mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan UU 
No. 31 Tahun 1997.  
 
b. Pengadilan Militer III-15 Kupang 
Dalam proses penyelesaian perkara pidana Desersi pada Pengadilan Militer III-
15 Kupang dalam kurun waktu 2010 s/d 2012 diperoleh data sebagai berikut :    
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Tabel. 1 
DATA PERKARA PIDANA DESERSI 
TAHUN 2010– 2013 
 
No Tahun Awal Masuk Putus Sisa 
1 
 
2010 11 19 25 5 
2 
 
2011 5 30 31 4 
3 
 
2012 4 29 32 1 
4 
 
2013 1 25 26 0 
 
Keterengan perkara desersi tahun 2009 sisa 5, tahun 2010 masuk 30 putus 31, 
tahun 2011 masuk 30 putus 31, tahun 2012 masuk 29 putus 32, tahun 2013 masuk 25 
putus 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari data tersebut terlihat jelas dari tahun ke tahun perkara desersi empat tahun 
terakhir penyelesaian perkara Desersi pada Pengadilan Militer III-15 Kupang cukup 
baik karena mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan UU 
No. 31 Tahun 1997.  
Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam memproses tindak pidana Desersi 
dikaitkan dengan asas, cepat dan biaya ringan setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan 
Militer I-05 Pontianak yang kemudian ditindaklanjuti dengan Tapkim rensid dan proses 
persidangan paling lambat 2 (dua) Minggu perkaranya telah dapat diputus. Begitu juga di 
Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam hal perkara Desersi 2 (dua) Minggu sudah dapat 
di putus. 
 
Kesimpulan Bahwa baik Pengadilan Militer I-05 Pontianak maupun Pengadilan 
Militer III-15 Kupang sudah dapat mengaplikasikan asa Sederhana, cepat dan Biaya 
Ringan dalam hal memeriksa dan mrengadili perkara tindak pidana desersi. 
 
Kesimpulan 
Setiap badan peradilan harus menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam 
menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan No. 31 Tahun 1997. Begitu pula dengan 
pengadilan harus demikian sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Dengan adanya asas tersebut 
dimaksudkan memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di jajaran 
peradilan militer. 
Aplikasi  asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana desersi 
didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dalam memproses tindak pidana Desersi 
dikaitkan dengan asas, cepat dan biaya ringan setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan Tapkim Rensid dan proses persidangan paling lambat 2 (dua) 
Minggu perkaranya telah dapat diputus.  
Kebijakan Ideal Dalam Merumuskan / Memformulasikan Pidana Desersi di Masa 
Mendatang dengan cara memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepada Pengadilan 
Militer, di mana dalam perkara pidana desersi, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, 
yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 
terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan 
hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 
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